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PUTUSAN
NOMOR 251/G/2022/PTUN.JKT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara
biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), suatu
perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 8
September 2005 dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris
Darmawa Ng, S.E., S.H, M.H. dan telah mendapatkan
pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan
Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November
2009, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama . Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) PERADI
Alamat . Grand Slipi Tower lantai 11, JI. S.
Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat,
11480.
2. Nama . Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H.,
M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan . Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) PERADI
Alamat . Grand Slipi Tower lantai 11, JI. S.

Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat,
11480.
berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Ill PERADI di
Bogor tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana Akta Berita Acara
Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
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Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ami
Hartika, S.H., M.Kn, beserta Akta Pernyataan Keputusan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat
di hadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., dalam hal ini
memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya yang akan
disebut di bawah ini, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.;

R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.;

V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.;

Dr. Sapriyanto Refa, S.H., M.H.;

H. Bun Yani, S.H., M.H.;

Happy SP Sihombing, S.H., M.H.;

Dr. Ali Abdullah, S.H., M.H., M.M., M.Kn.;

Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.;

Johan Imanuel, S.H.;
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10. Endar Sumarsono, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang
tergabung dalam Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, JI. S. Parman
Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480, selanjutnya disebut Penggugat;

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA, beralamat di
Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta

Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama . Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum
Alamat . Golden Centrum, Jalan Majapahit

Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.
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2. Nama : Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan . Sekretaris Jenderal
Alamat . Golden Centrum, Jalan Majapahit

Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat.
berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022, dengan ini
telah memberikan kuasa kepada:

1. Brurtje Maramis, S.H., M.H.

2. Tjhai Fung Njit, S.H.

3. Matheus Ramses R., S.H., M.H., M.A.
4. Dr. Henry MP Siahaan, S.H., S.P., M.M.
5. Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.

6. Nandang Purnama, S.H., M.H.

7. Hugo S. Pranata, S.H., M.H.

8. Budiarjo Setiawan, S.H., M.H.

9. Yudhistira Raditya, S.H., M.H.

10. Liston Sibarani, S.H.

11. Diarson Lubis, S.H.

12. Fadjar Marpaung, S.H., M.H.

13. Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H.
14. Malik Abdullah Bawazier, S.H.

15. Jahmada Girsang, S.H., M.H.

16. Agus Amri, S.H., M.H.

17. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA.
18. Muhamad Ridwan R., S.H.

19. Victor P. Sinaga, S.H., CN.

20. Dirgayati H. Lase, S.H.

21. R. Indra Priangkasa, S.H., M.H.

22. Sutomo, S.H.

23. Berto Herora Harahap, S.H.

24. A.J. Harris Marbun, S.H., M.M.

25. Francisca R.N. Alfiani, S.H., M.H.
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26. Pardomuan Oloan, S.H.

27. Sahat Tamba, S.H., M.H.

28. Fernandy Rusdi, S.H.

29. Sutra Dewi, S.H.

30. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.

31. Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H.

32. Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H.

33. Ir. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.

34. Dr. H. Syaiful Ma'rif, S.H., M.H.

35. Hengky, S.H.

36. Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H.

37. A.S. Leonardus L. Tobing, S.H.

38. Dr. M. Dahlan Moga, S.H., M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang
tergabung dalam TIM ADVOKASI PERADI SUARA ADVOKAT
INDONESIA, beralamat di kantor Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Golden
Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang
masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut Penggugat

Intervensi;

Lawan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA, tempat kedudukan JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Jabatan Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata pada Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum;
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3. A. Ahsin Thohari, Jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Purwanto, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

5. Peggy Marin, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

6. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Hukum Muda pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

7. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

8. llham Nur Akbar, Jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

9. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Hukum Pertama pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

10. Aliefia Edelin Putri, Jabatan Analis Hukum Pertama pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-

7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

M.HH.HH.05.01-62 tanggal 24 Agustus 2022, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA (DPN PERADI), yang diwakili oleh Dr. Luhut M.P.
Pangaribuan, S.H., LL.M. sebagai Ketua Umum dan Imam
Hidayat, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal, dalam hal ini
telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.

2. Kartika Nirmala Dewi K., S.H.

3. Rasida Siregar, S.H.

4. Lasbok Marbun, S.H., M.H.
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5. Waskito Adiribowo, S.H.

6. Muhamad Daud Berueh, S.H.

7. Muniar Sitanggang, S.H., M.H.

8. Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang secara bersama-
sama disebut “Tim Advokat PERADI”, beralamat di Sekretariat
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Jalan K.H. Wahid
Hasyim Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat Il Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
251/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penetapan
Lolos Dismissal;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
251/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 251/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 251/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2022, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 251/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2022, tentang
Penetapan Hari Sidang;

6. Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti surat, mendengar keterangan

ahli dan saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Juli 2022,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 22 Juli 2022, dengan Register perkara Nomor: 251/G/2022/PTUN.JKT.,
dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Agustus 2022, Penggugat mengemukakan
pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
(TERGUGAT) terkait Persetujuan Perubahan Perkumpulan PERHIMPUNAN
ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI yang diajukan kepengurusan pihak
lain i.c. Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan
Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya
disebut sebagai “Obyek Sengketa ") ;

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan
Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya
disebut sebagai “Obyek Sengketa II”) ;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa KTUN yang menjadi Objek Sengketa in litis diterbitkan oleh
TERGUGAT vyang berkedudukan di JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal
54 Ayat 1 UU PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk
memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama;

2. Bahwa Objek Sengketa in litis telah memenuhi persyaratan sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Angka
9 UU PTUN, yaitu:
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a. Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam
kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu
Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1
Angka 8 UU PTUN) ;

b. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis, karena
Objek Sengketa tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara
tertulis ;

c. Bahwa Obyek Sengketa tersebut bersifat :

1) Konkret, karena objek yang diputuskan dalam Obyek Sengketa
tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan yakni
berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No.
AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 ;

2) Individual, karena Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada
umum dan hanya ditujukan bagi badan hukum PERADI maupun
masing-masing individu/perorangan selaku pihak yang dianggap
sebagai pengurusnya;

3) Final, karena Objek Sengketa tersebut sudah definitif serta tidak ada

upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN & UPAYA ADMINISTRATIF
1. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui dan merasa dirugikan atas
diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana angka 1 di atas setelah
PENGGUGAT melalui Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. pada tanggal 27
April 2022 mengakses laman website Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. dalam rangka
pendaftaran Kepengurusan DPN PERADI 2020-2025 dengan Ketua Umum
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., namun ternyata diperoleh informasi
bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Sengketa | berupa Surat
Keputusan No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022
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yang pada intinya memberikan Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terkait Kegiatan Perkumpulan,
Kepengurusan dan Alamat Lengkap yang diajukan kepengurusan pihak lain
i.c. Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. melalui Notaris Dewi
Kusumawati, S.H.

Setelah  PENGGUGAT mengajukan keberatan atas penerbitan Obyek
Sengketa | dimaksud pada tanggal 28 April 2022, pada hari yang sama
TERGUGAT justru menerbitkan Obyek Sengketa Il berupa Surat Keputusan
Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 yang
kembali memberikan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) terkait Susunan Kepengurusan dengan Ketua
Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.;

2. Bahwa adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT di atas telah
menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yang notabene merupakan
kelanjutan pengurus yang sah Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia (“DPN PERADI") sebagaimana Putusan Mahkamah
Agung R.l. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni
2020 jo. Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan
hukum tetap (Bukti P-1 s/d P-3) yang pada intinya telah menyatakan

keabsahan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E.
Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPN PERADI Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan
Musyawarah Nasional 1l PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni
2015. Dimana kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
kemudian menyelenggarakan Musyawarah Nasional (“MUNAS") IIl PERADI
di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 dan telah terpilih Prof. Dr. Otto Hasibuan,
S.H., M.M. selaku Ketua Umum PERADI sesuai Surat Keputusan MUNAS III
Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor: 10/MUNAS
II/PERADI/2020 tentang Pemilihan Dan Pengesahan Ketua Umum DPN
PERADI Masa Jabatan 2020-2025 dan Berita Acara Musyawarah Nasional Il|
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PERADI yang dibuat oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn. Namun demikian
TERGUGAT justru menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diajukan
kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. melalui Notaris Dewi
Kusumawati, S.H. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan dan
tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai pengurus PERADI.

Sehingga dengan mencermati keadaan tersebut di atas, serta mengingat
pentingnya keberadaan Obyek Sengketa tersebut dalam pemeriksaan
perkara a quo, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat 3 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo.
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(selanjutnya disebut “UU PTUN"), dengan ini kami mohonkan perkenan
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk
memerintahkan TERGUGAT menyerahkan salinan Obyek Sengketa tersebut
beserta dokumen-dokumen yang mendasari diterbitkannya Obyek Sengketa,
sehingga PENGGUGAT dapat melengkapi identitas Objek Sengketa in litis;

3. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh
Obyek Sengketa tersebut, demikian pula penerbitan Obyek Sengketa mana
tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai Surat Edaran
Mahkamah Agung R.l. No. 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015
tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung secara kasuistis sejak
PENGGUGAT pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang
merugikan kepentingannya. Mengingat Objek Sengketa in litis baru diketahui
PENGGUGAT sebagaimana uraian butir 1 di atas dimana kemudian
PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, maka pengajuan Gugatan
a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT
sesuai PERMA No. 6 Tahun 2018 melalui surat No. 138/DPN/PERADI
/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28
April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 (Bukti
P-4 s.d. P-6), yang pada intinya memohonkan agar TERGUGAT
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membatalkan Objek Sengketa in litis serta menerima pendaftaran Pengurus
dari PENGGUGAT i.c. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia dengan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Namun
TERGUGAT tidak merespon keberatan PENGGUGAT tersebut dalam
tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga PENGGUGAT
kemudian mengajukan Gugatan a quo sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;

5.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan a quo diajukan dalam
tenggang waktu menurut undang-undang serta telah melalui upaya
administratif sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN serta PERMA No. 6
Tahun 2018. Sehingga sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia
menyatakan Gugatan a quo dapat diterima.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (notoire feiten)
PENGGUGAT adalah Organisasi Advokat, satu-satunya wadah profesi
Advokat yang bebas dan mandiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana Prof. Dr.
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. merupakan Ketua Umum Terpilih PERADI
Periode 2015-2020 dalam MUNAS Il PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13
Juni 2015 (Bukti P-7). Adapun perubahan susunan kepengurusan PERADI
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 8 Tanggal 8 Juli 2015 yang
dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H., telah dimohonkan
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan
HAM R.. melalui surat Notaris Marlon Silitonga, S.H. Nomor
25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 (Bukti P-8) ;

2. Bahwa dikarenakan adanya sengketa dualisme kepengurusan PERADI
antara Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dengan Dr. Luhut MP
Pangaribuan, S.H., LL.M. yang mengklaim sebagai Ketua Umum Terpilih
PERADI melalui e-voting, kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM R.I.
menghentikan sementara proses persetujuan dimaksud dan kemudian
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sengketa dibawa ke ranah hukum yang selanjutnya dimenangkan oleh
Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana
Putusan Mahkamah Agung No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021
jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt
tanggal 17 Juni 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2019 yang telah berkekuatan
hukum tetap (vide Bukti P-1 s/d P-3) yang salah satu amarnya berbunyi
sebagai berikut :
“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan
keputusan Musyawarah Nasional Il PERADI di Pekanbaru pada tanggal
12-13 Juni 2015;”

3. Bahwa kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr. H.
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E.
Tampubolon, S.H., M.H. pada tanggal 7 Oktober 2020 telah melaksanakan
MUNAS lll PERADI di Kota Bogor dan terpilih sebagai Ketua Umum yang
baru yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. (Bukti P-9), dengan susunan
kepengurusan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)
Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry Koesnadi,
S.H., M.Kn. (“Akta No. 15 tanggal 20 April 2022”, Bukti P-10). Namun dalam
perkembangannya Menteri Hukum dan HAM R.l. Cq. Dirjen Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. melalui SK Menteri Hukum
dan HAM Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022
dan Surat Keputusan Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal
28 April 2022 justru memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran
dasar yang diajukan kepengurusan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,
LL.M. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan. Hal mana secara
nyata telah merugikan pihak PENGGUGAT i.c. Kepengurusan PERADI yang
dipimpin Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yakni tidak dapat mendaftarkan
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kepengurusannya periode 2020-2025 serta melanjutkan pendaftaran
kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. periode 2015-2020
yang ditunda oleh TERGUGAT karena sengketa dualisme kepengurusan dan
kemudian dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) ;

4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 (Obyek Sengketa )
memberi persetujuan terhadap perubahan Kegiatan Perkumpulan dan
Susunan Kepengurusan serta kepindahan Alamat Kedudukan ke JI. KH
Wahid Hasyim No. 10, Kelurahan Menteng - Kecamatan Kebon Sirih, Jakarta
Pusat (Sekretariat Kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H. LL.M.).
Padahal senyatanya Alamat Kedudukan PENGGUGAT tidak pernah
berpindah dan Kegiatan Perkumpulan belum pernah diubah. Demikian juga
sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kepengurusan PENGGUGAT
periode 2015-2020 dipimpin oleh Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H.,
M.H., sehingga jelas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :
AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 selain telah
merugikan PENGGUGAT juga secara nyata bertentangan dengan Putusan
Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Adapun Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 (Obyek Sengketa II)
memberi persetujuan terhadap perubahan Susunan Kepengurusan Dr. Luhut
M.P. Pangaribuan, S.H. LL.M., padahal sesuai hasil MUNAS IIl PERADI di
Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Otto
Hasibuan, S.H., M.M. sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Ketua
Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN
PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry
Koesnadi, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-10);

5. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa | maupun Obyek Sengketa Il masing-
masing telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga sudah tepat
dan benar menurut hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap

Halaman 13 dari 219 halaman. Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi.”
Dengan demikian PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan
Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan
agar Obyek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta
memerintahkan TERGUGAT untuk mencabutnya.

E. PENUNDAAN KTUN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa apabila Obyek Sengketa tersebut tidak ditunda pelaksanaannya
serta bilamana TERGUGAT tidak diperintahkan untuk tidak melakukan
tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan
kedua Obyek Sengketa tersebut, maka dapat dipastikan PENGGUGAT yang
memiliki 58.896 anggota sangat dirugikan kepentingannya akibat
terganggunya tugas pelayanan organisasi sebagaimana telah terjadi
pembatalan pengambilan sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Maluku
Utara sebagaimana surat DPN PERADI No. 165/Peradi/DPN/V/22 tanggal
30 Mei 2022 (Bukti P-11). Selain adanya Obyek Sengketa in litis telah
berdampak pula pada kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Khusus
Profesi Advokat (PKPA) dengan institusi lainnya, diantaranya penundaan
penyelenggaraan PKPA oleh Divkum Mabes Palri ;

2. Bahwa selain itu terbitnya Obyek Sengketa in litis sangat berpotensi
menimbulkan konflik sosial atau keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi
bilamana terjadi tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) berupa
pengambilalihan kantor dan aset-aset PENGGUGAT termasuk namun tidak
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terbatas pada ruang perkantoran PENGGUGAT di Grand Slipi Tower Lantai
11, JI. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat serta bangunan gedung di Ji. A.
Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur maupun melakukan pemblokiran
rekening atas nama PENGGUGAT sebagaimana pemberitaan
Busernews19.com tanggal 28 April 2022 berjudul “DPC Peradi Bandung
Merekomendasikan Dalam Rapimnas Agar DPN PERADI Segera
Menyiapkan Tim Transisi Peralihan Kantor dan Aset Peradi di Slipi Tower”
(Bukti P-12).
Selain itu, telah terjadi pula kekerasan fisik di gedung Peradi JI. A. Yani No.
116 By Pass Jakarta Timur yang diduga sebagai bentuk teror dalam rangka
pengambilalihan aset PENGGUGAT sebagaimana Surat Tanda Penerimaan
Laporan Pengaduan Polres  Metro  Jakarta  Timur  No.
LP/B/939/V/2022/SPKT/ RES.JAKTIM/PMJ tanggal 4 Mei 2022 (Bukti P-13).
Demikian pula adanya Obyek Sengketa in litis telah menimbulkan potensi
konflik sosial dengan timbulnya gugatan-gugatan di Pengadilan terkait
keabsahan kepengurusan PENGGUGAT sebagaimana perkara No.
379/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Bar (Bukti P-14). Terlebih pelaksanaan Objek
sengketa in litis tidak terdapat kepentingan umum (hanya kepentingan
kelompok kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.), maka
terdapat alasan yang mendesak sebagaimana Pasal 67 Ayat (4) Huruf a dan
b UU PTUN Jo. Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) dan selayaknya Obyek
Sengketa in litis ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai
ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht
van gewijsde).
Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT untuk
seluruhnya ;
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2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat

Keputusan TERGUGAT :

a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia,
terkait perubahan Kegiatan Perkumpulan, Kepengurusan dan Alamat
Lengkap ; dan

b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia,
terkait perubahan Susunan Kepengurusan ;

serta memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum

dan/atau tindakan administratif apapun berkaitan dengan Surat Keputusan

tersebut selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

F. ALASAN GUGATAN

Bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukan Gugatan pembatalan terhadap

Obyek Sengketa in litis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI") adalah Organisasi
Advokat, satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri,
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat. Dimana PERADI didirikan pada tanggal 21
Desember 2004, dengan susunan kepengurusan Dr. Otto Hasibuan, S.H.,
M.M. selaku Ketua Umum dan Harry Ponto, S.H., LL.M. selaku Sekretaris
Jenderal yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan
Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan
Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H.,, M.H., dan telah
mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 dengan Nomor
NPWP 02.275.857.7-021.000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara

Halaman 16 dari 219 halaman. Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 8 Desember Nomor 98, Tambahan Berita
Negara Nomor 82 (Bukti P-15 s.d. P-18) ;

2. Bahwa selanjutnya Kepengurusan DPN PERADI Periode 2010-2015 adalah
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin
Nasution, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pernyataan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
Tentang Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015,
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang
Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015 Nomor 85
tanggal 21 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa
Ng, S.H., S.E., M.H., yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 Tentang Persetujuan
Perubahan Pengurus dengan Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (Bukti P-
19 & P-20) ;

3. Bahwa seiring berakhir masa jabatan Kepengurusan DPN PERADI Periode
2010-2015, maka sesuai pasal 14 ayat (1) AD PERADI diselenggarakan
MUNAS, dan untuk hal tersebut Rapat Pleno DPN PERADI telah
memutuskan penyelenggaraan MUNAS 1l PERADI tanggal 26-28 Maret

2015 di Hotel Grand Clarion Makassar. Namun karena situasi yang tidak
kondusif dan Panitia Daerah tidak sanggup untuk sementara melaksanakan
MUNAS Il PERADI Makassar, maka Pimpinan Sidang MUNAS Il PERADI
Makassar menyatakan menunda sidang MUNAS Il PERADI Makassar
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional Il
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 08 tanggal 27 Maret
2015 yang dibuat oleh Notaris lwan Ampulembang, S.H. (Bukti P-21) ;

4. Bahwa pelaksanaan MUNAS Il PERADI kemudian dilanjutkan di Pekanbaru
pada tanggal 12-13 Juni 2015, bertempat di Labersa Grand Hotel
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Pekanbaru. Adapun semua keputusan-keputusan MUNAS 1l PERADI
Pekanbaru dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Musyawarah Nasional || Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 9 tanggal
19 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Tutty Soetrisno, S.H. (Bukti P-22).
Dimana dalam MUNAS |l PERADI Pekanbaru tersebut Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode
2015-2020. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2015, Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H. M.H. telah menetapkan pengurus DPN PERADI lainnya
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 8
tanggal 8 Juli 2015, dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H. (vide
Bukti P-7), dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M.

Wakil Ketua Umum : Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Jamaslin James Purba, S.H., M.H.

Wakil Ketua Umum : Hermansyah Dulaimi, S.H.

Sekretaris Jenderal : Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Rivai Kusumanegara, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Bhismoko W. Nugroho, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Charles Janner N. Silalahi, S.H.

Wakil Sekretaris Jenderal : Mery Girsang, S.H., M.H.

Bendahara Umum : Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.

Wakil Bendahara Umum : Srimiguna, S.H., M.H.

Wakil Bendahara Umum : Faizal Hafied, S.H., M.H.

5. Bahwa setelah terbentuknya kepengurusan PERADI tersebut di atas,
Notaris Marlon Silitonga, S.H. mengajukan permohonan persetujuan
perubahan pengurus PERADI kepada TERGUGAT sebagaimana surat No.
25/NOT/VIIf2015 tanggal 13 Juli 2015 disertai dengan lampiran dokumen
terkait (vide Bukti P-8). Namun dalam perkembangannya ternyata pihak Dr.
Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. juga mengklaim seolah-olah sebagai
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“Ketua Umum DPN PERADI Secara e-voting” sebagaimana pemberitaan
media online www.hukumonline.com tanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P-23).
Disisi lain ada pula pihak Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. yang mengklaim
sebagai Ketua Umum PERADI terpilih berdasarkan Munas Il di Makassar
sebagaimana berita media Okenews tanggal 28 Maret 2015 berjudul
“Munas Peradi Pecah Jadi Tiga Kubu, Juniver Girsang Klaim Sebagai
Ketum” (Bukti P-24). Dimana atas adanya sengketa kepengurusan PERADI
tersebut, kemudian pihak TERGUGAT Kementerian Hukum dan HAM R.I.
menghentikan sementara dan memblokir akses sistem administrasi badan
hukum Perkumpulan PERADI. Padahal di sisi lain sebenarnya TERGUGAT
mengakui keabsahan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H.
M.H. dengan menerbitkan pencatatan Hak Cipta atas Hymne PERADI dan
Mars PERADI yang diajukan oleh kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H. M.H. sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan No. 076630
dan No. 076631 masing-masing berdasarkan permohonan tertanggal 21
Oktober 2015 (Bukti P-25 & P-26) ;

6. Bahwa atas hal tersebut, kepengurusan PERADI Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H. M.H. kemudian membawa permasalahan sengketa
kepengurusan PERADI ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan
perdata terhadap Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., DKkk. yang
diregister dengan Nomor Perkara 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. (Bukti P-27).
Selain itu, kepengurusan PERADI Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H. M.H.
juga mengajukan gugatan perdata terhadap Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.,
Dkk. yang diregister dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst,
dimana dalam perkara tersebut TERGUGAT Kementerian Hukum dan HAM
turut dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat | (Bukti P-28 s.d. P-30). Dengan

demikian TERGUGAT mengetahui secara persis adanya sengketa
kepengurusan PERADI tersebut dan dalam perkembangannya TERGUGAT
juga menyarankan agar ketiga pihak bersengketa dapat berdamai
sebagaimana berita media online JPNN.com tanggal 29 Februari 2020
berjudul “Menkum HAM Dorong Tiga Kubu Pengurus Peradi Segera
Berdamai” (Bukti P-31) serta berita media hukumonline tanggal 29 Februari
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2020 berjudul “Cerita Penyatuan PERADI oleh Menkumham di Pembukaan
Munas Il PERADI SAI” (Bukti P-32) ;

7. Bahwa sengketa kepengurusan PERADI tersebut kemudian dibawa ke

ranah hukum dan dimenangkan oleh Kepengurusan Dr. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
203/Pdt/2020/ PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Putusan
Mahkamah Agung R.l. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 (vide
Bukti P-1 & P-2), dimana salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan keputusan
Musyawarah Nasional Il PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni
2015;”
Adapun dalam sengketa kepengurusan PERADI dengan Dr. Juniver
Girsang, S.H., M.H., Dkk. dengan Nomor Perkara
683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tidak sampai pada pokok perkara dikarenakan
putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk
Verklaard (vide Bukti P-28 s.d.P-30);

8. Bahwa untuk selanjutnya kepengurusan DPN PERADI yang dipimpin oleh
Ketua Umum DR. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris
Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. yang notabene dinyatakan sah
sebagai Pengurus PERADI Periode 2015-2020 kemudian mengadakan
MUNAS Il PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 seiring berakhir masa
jabatannya dan dalam MUNAS Il PERADI tersebut terpilih Prof. Dr. Otto
Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI dengan mendapat
1.027 (seribu dua puluh tujuh) suara sesuai Surat Keputusan MUNAS Il
Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor: 10/MUNAS
[II/PERADI/2020 tentang Pemilihan Dan Pengesahan Ketua Umum DPN
Peradi Masa Jabatan 2020-2025 dan Berita Acara Musyawarah Nasional Il|
PERADI yang dibuat oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn. (vide Bukti P-9).
Dimana Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI
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kemudian membentuk kepengurusan DPN PERADI sebagaimana Akta No.
15 tanggal 20 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H.,
M.Kn. (vide Bukti P-10). Dimana Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn.
kemudian mendaftarkan kepengurusan DPN PERADI tersebut melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan mengupload seluruh
data yang dipersyaratkan, namun proses pendaftaran/transaksi tersebut
tidak dapat dilanjutkan oleh sistem (Bukti P-33 dan P-34);

9. Bahwa selain tidak melanjutkan pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi
Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat dihentikan di tahun 2015 serta
menerima pendaftaran Pengurus dari PENGGUGAT i.c. Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Ketua Umum Prof. Dr.
Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang menggantikan Kepengurusan Prof. Dr.
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dalam perkembangannya TERGUGAT
melalui SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April
2022 justru memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar
terkait perubahan Kegiatan Perkumpulan, Susunan Kepengurusan dan
Alamat Lengkap yang diajukan kepengurusan pihak Dr. Luhut MP
Pangaribuan, S.H., LL.M. yang notabene merupakan pihak yang dikalahkan
berdasarkan Putusan Pengadilan dan tidak berhak mengatasnamakan diri
sebagai pengurus PERADI Periode Tahun 2015-2020. Padahal
kepengurusan DPN PERADI periode Tahun 2015-2020 yang sah
berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) adalah kepengurusan Ketua Umum Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan,
S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
Demikian pula alamat kedudukan PERADI yang semula beralamat di Jl.
Kebon Sirih 17-19, Plaza Kebon Sirih - Menteng Jakarta Pusat diubah
alamat kedudukannya ke JI. KH Wahid Hasyim No. 10, Kelurahan Menteng -
Kecamatan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Sekretariat kepengurusan Dr. Luhut
MP Pangaribuan, S.H., LL.M.).

Selain itu, Nomor NPWP yang digunakan oleh kepengurusan Dr. Luhut MP
Pangaribuan, S.H., LL.M. yakni No. 751173550021000 senyatanya berbeda
dengan Nomor NPWP sah PERADI yakni No. 02.275.857.7-021.000 (vide
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Bukti P-17 & P-20). TERGUGAT juga tidak pernah melakukan verifikasi
manual maupun meminta konfirmasi kepada PENGGUGAT mengenai hasil
akhir penyelesaian sengketa di pengadilan, demikian juga Pengurus Lama
PERADI senyatanya tidak pernah membuat dan menandatangani Surat
Pernyataan Tidak Sengketa yang menjadi syarat untuk dapat dilakukannya
perubahan anggaran dasar perkumpulan. Namun TERGUGAT ternyata
menerbitkan persetujuan perubahan anggaran dasar PENGGUGAT yang
dilakukan secara diam-diam oleh pihak yang tidak berhak dan tanpa
sepengetahuan PENGGUGAT ;

10.Bahwa meskipun telah menerima keberatan dari PENGGUGAT
sebagaimana surat PENGGUGAT No. 138/DPN/PERADI/IV/2022 dan No.
139/DPN/PERADI/IV/2022 masing-masing tertanggal 28 April 2022, justru
TERGUGAT kembali menerbitkan Obyek Sengketa Il berupa Surat
Keputusan Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 yang memberikan
persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan
Advokat Indonesia (PERADI) terkait perubahan Susunan Kepengurusan Dr.
Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. untuk periode selanjutnya. Padahal
jelas-jelas pihak kepengurusan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.
bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan perubahan anggaran dasar
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Adapun
kepengurusan DPN PERADI Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan
Putusan Pengadilan (i.c. Kepengurusan Ketua Umum DR. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H.,
M.H.) seharusnya dilanjutkan oleh Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan,
S.H., M.M. sebagai Ketua Umum PERADI periode 2020-2025. Sehingga
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di
atas, seharusnya TERGUGAT melanjutkan pendaftaran Kepengurusan Prof.
Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat dihentikan di tahun 2015
serta menerima pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,
M.M. periode 2020-2025 yang telah diajukan melalui Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn.
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I. TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa | dan Il in litis
sebagaimana uraian di atas, nyata-nyata telah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan
berikut ini

a. Bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.l. Nomor 3 Tahun 2016

(1) Bahwa sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perkumpulan,
Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
telah mengatur sebagai berikut :

“(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan
secara elektronik.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen
perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran
dasar Perkumpulan.

(4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;

c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan
surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;

d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan
pengumumannya, dan

e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.”

(2) Bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa prosedur/syarat formil yang
berkaitan langsung dengan permohonan perubahan Anggaran Dasar
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Perkumpulan, yaitu : menyampaikan dokumen pernyataan pemohon
mengenai dokumen anggaran dasar yang telah lengkap disertai dengan
dokumen minuta akta perubahan anggaran dasar, notulen rapat anggota,
fotokopi NPWP dan SPT Pajak Perkumpulan serta surat pernyataan tidak
dalam sengketa atau pailit. Dimana dokumen-dokumen pelengkap tersebut
tentunya harus diverifikasi kesesuaian dan kebenaran datanya sebelum
TERGUGAT menentukan dapat disetujui tidaknya permohonan perubahan
Anggaran Dasar yang diajukan ;

(3) Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak melakukan pengecekan
terhadap kebenaran dan validitas data yang terdapat dalam Akta Nomor 5
Tanggal 11 April 2022 dan Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022, dimana
faktanya salah seorang nama yang tercantum dalam Organ Pengurus atas
nama Junaedi Sirait, S.H. sebagai Wakil Ketua Umum dalam Akta Nomor
11 April 2022 telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2016 (Bukti P-35 &
P-36). Sehingga notulen rapat anggota yang mendaftarkan nama Junaedi
Sirait, S.H. sebagai pengurus Wakil Ketua Umum tentunya menjadi tidak
valid dan cacat dikarenakan telah meninggal pada saat Akta tersebut dibuat
Selain itu, pihak kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. juga
bukanlah pihak yang berhak menggunakan atau mengatasnamakan
perkumpulan PERADI mengingat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang
dikuatkan Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4
November 2021 telah dinyatakan bahwa yang sah sebagai pengurus
PERADI adalah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E.
Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan
Keputusan MUNAS Il PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 ;

(4) Bahwa demikian pula fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan
dengan Nomor 751173550021000 senyatanya bukanlah Nomor NPWP atas
nama PERADI vyang tercatat pada TERGUGAT. Dimana NPWP
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perkumpulan PERADI yang tercatat pada sistem administrasi badan hukum
TERGUGAT adalah Nomor NPWP 02.275.857.7-021.000 (vide Bukti P-17 &
P-20);

(5) Bahwa perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pihak Dr. Luhut MP

Pangaribuan, S.H., LL.M. senyatanya juga tidak dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang benar dan valid. Mengingat
faktanya di internal PERADI sedang terdapat sengketa kepengurusan.
Selain faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 3085
K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
pada intinya menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., merupakan pihak yang sah sebagai
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020.

Selain itu, dalam peraturan yang diterbitkan TERGUGAT dan tercantum di
laman https://[panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perubahan_perkumpulan,
dalam hal terdapat perubahan Pengurus dan/atau Pengawas, pemohon
(Notaris) wajib mengunggah Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, yang
ditandatangani oleh Ketua Pengurus Lama dan Ketua Pengurus Baru

sebagaimana tampilan laman website berikut :

!
Il pervbahan periumpulan [AHUC X || 4 . . " . . - v
€ 5 ¢ @ panduanahugoid/dokuphplid=p . perkumpulanformat_isian_perubahan_perkumpulan arx »0P:
Parnyataan Tidak Dalam Senghsta ki [disin]

'NOMOR VOUCHER

NAMA PERKUMPULAN *

Nomar SK marupakan Nomor Surat Kesuiusan Mantei Buken Nomar Surat Pembariahuan.

+ Masukan Nomor Voucher Persetujuan Perubahian Anggaran Dasar Perkumpulan yang telah dibayarkan. Ketika belum mempunyai nomor
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan bisa kik “disini” untuk pembelian voucher

+ Masukan Nama Perkumpulan

+ Masukan Nomor SK Terakhi

+ Masukan Nama Notaris Terakhi.

+ Kelka semua data telah dii, kik “Cari’ untuk melanjutkan ke proses berikutnya

Info:
+ Pertanggal 1 Oktober 2021, dalam hal terdapat perubahan Pengurus dan/atau Pengawas, pemohon(Notaris) wajib mengunggah

Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Lama dan Ketua Pengurus Baru. Sesuai
informas berikut ini

9 pastikan agar \yataan Tidak Dalam
Sengketa yang diunggah telah di scan dalam format PDF. Untuk mengunduh Format
Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kik [disini]

1524
30/05/2022

N Lo et g
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Syarat mana tidak dipenuhi dalam penerbitan Obyek Sengketa in litis,
mengingat Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Pengurus
Lama yang sah dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
sebagaimana SK TERGUGAT Nomor : AHU-15.AH.01.08.Tahun 2015 (yang
diubah berdasarkan Objek Sengketa I) tidak pernah menandatangani Surat
Pernyataan Bebas Sengketa untuk Perubahan Pengurus PERADI yang
tercatat dalam AHU Perkumpulan. Dengan demikian jelas bahwa
penerbitan Obyek Sengketa in litis tidak memenuhi syarat ketentuan yang
ditetapkan oleh TERGUGAT sendiri ;

(6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat secara nyata dimana

tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa | berupa SK
Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 dan
Obyek Sengketa Il berupa SK Nomor : AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022
yang memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Ketua
Umum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. terdapat cacat yuridis dan
tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan perundang-undangan dan oleh
karena itu tindakan TERGUGAT tersebut terbukti melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia
menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa
Objek Sengketa | SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal
26 April 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta memerintahkan
kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa in litis.

b. Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f dan i, Pasal 10 Ayat (1)
Huruf a dan d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

serta Pasal 21 Jo. Pasal 13 Ayat (1) Permenkumham RI Nomor 3 Tahun
2016

1) Bahwa seluruh Pejabat Pemerintah sebelum mengambil suatu keputusan
berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat
untuk didengar pendapatnya serta memeriksa dan meneliti dokumen
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Administrasi Pemerintahan. Hal mana telah diatur dan digariskan dalam
ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf f dan i Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) yang berbunyi
sebagai berikut :

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk
didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan,
serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan
kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang,”

2) Bahwa demikian halnya dalam pengambilan suatu keputusan seorang
Pejabat Pemerintahan wajib memperhatikan Asas Kepastian Hukum dan
Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik
sebagaimana ketentuan Pasal 9 Jo. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a dan d UUAP.
Disamping itu dalam hal persetujuan perubahan anggaran dasar
Perkumpulan, maka Pejabat Pemerintahan harus pula memperhatikan
ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 13 Ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2016
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 :

“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal
15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar.”

Pasal 13 Ayat (1) :

“Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang
menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan
keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap
data isian dan keterangan tersebut.”

3) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka TERGUGAT dalam
menerbitkan Obyek Sengketa in litis seharusnya tidak hanya berpedoman
pada Sistem Administrasi Badan Hukum, namun juga harus melakukan
verifikasi manual (fakta sosial) terhadap data-data dan dokumen yang
diberikan. Terlebih sebagaimana uraian di atas, TERGUGAT mengetahui
secara persis adanya tiga kubu di internal PERADI yang sedang bersengketa
di Pengadilan bahkan TERGUGAT menjadi Turut Tergugat serta Tergugat
sendiri pernah menyarankan secara terbuka untuk berdamai. Dimana
tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan verifikasi manual untuk
melakukan pengecekan dan klarifikasi terlebih dahulu kepada para pihak
yang bersengketa sebelum menerbitkan Obyek Sengketa in litis telah
mengakibatkan pihak yang telah dinyatakan kalah oleh Putusan Pengadilan
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) justru diterima pendaftaran
kepengurusannya oleh TERGUGAT ;

4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT yang tidak
melakukan verifikasi manual untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi
terlebih dahulu sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa in litis telah
bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dimana dokumen
pendukung yang diajukan dalam perubahan anggaran dasar pihak Dr. Luhut
MP Pangaribuan, S.H., LL.M. terdapat ketidakbenaran dan ketidakvalidan
data, mengingat faktanya terdapat pihak PENGGUGAT yang secara hukum
merupakan pihak yang sah dan berhak mengajukan perubahan anggaran
dasar PERADI berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap
(inkracht van gewijsde) ;

5) Bahwa dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang
Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa
Obyek Sengketa | SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal
26 Aprii 2022 dan Obyek Sengketa II SK Nomor : AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan
kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa in litis.
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c. Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf L UU No. 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP
1) Bahwa seluruh Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk mematuhi dan
melaksanakan putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum
tetap. Hal mana telah diatur dan digariskan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2)
Huruf | UUAP yang berbunyi sebagai berikut :
“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

2) Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT telah mengetahui adanya sengketa
di internal PERADI dan atas hal tersebut TERGUGAT telah menyarankan
agar ketiga kubu dapat berdamai. Dimana sengketa kepengurusan PERADI
tersebut kemudian dimenangkan oleh Kepengurusan Dr. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.
203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 yang dikuatkan Putusan
Mahkamah Agung R.l. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 (vide
Bukti P-1 & P-2), dimana salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan
keputusan Musyawarah Nasional Il PERADI di Pekanbaru pada tanggal
12-13 Juni 2015;”
Sedangkan dalam sengketa kepengurusan PERADI dengan Dr. Juniver
Girsang, S.H., M.H., Dkk. dengan Nomor Perkara 683/Pdt.G/2017/
PN.Jkt.Pst. dimana TERGUGAT turut menjadi pihak tidak sampai pada pokok
perkara dikarenakan putusannya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (vide Bukti P-25 s.d. P-27);

3) Bahwa sehubungan dengan telah adanya Putusan Pengadilan sebagaimana
diuraikan di atas yang pada intinya menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Ketua
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Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang sah periode 2015-2020,
maka seharusnya TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud. Sehingga
tindakan TERGUGAT yang justru menerbitkan persetujuan perubahan
anggaran dasar PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan,
S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan sebagaimana Objek Sengketa in
litis, hal tersebut nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

4) Bahwa dengan demikian sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang
Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa
Obyek Sengketa | SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal
26 April 2022 dan Obyek Sengketa Il SK Nomor : AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan
kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa in litis. Selanjutnya,
patut pula kiranya bila Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan TERGUGAT
untuk menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan yang diajukan Dr.
H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H.,
M.H. selaku pihak yang sah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
DPN PERADI periode 2015-2020 yang dihentikan prosesnya (vide Bukti P-8)
serta menerima dan menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan
PERADI yang diajukan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua
Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 yang melanjutkan
Kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

d. Bertentangan dengan Pasal 15 Permenkumham No. 28 Tahun 2016

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana atas adanya
sengketa di internal PERADI tersebut kemudian pihak TERGUGAT menolak
dan menghentikan sementara serta memblokir akses sistem administrasi
badan hukum Perkumpulan PERADI, selain TERGUGAT juga menyarankan
agar para pihak bersengketa dapat berdamai. Namun demikian justru
TERGUGAT tiba-tiba menerbitkan persetujuan perubahan kepengurusan
PERADI yang diajukan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. tanpa adanya
pembukaan atas pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum
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Perkumpulan PERADI dengan melampirkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

2) Bahwa untuk membuka blokir akses sistem administrasi badan hukum
Perkumpulan hanya dapat diajukan oleh organ dan/atau para pihak
berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
ketentuan Pasal 15 Permenkumham No. 28 tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi
Badan Hukum Yayasan Dan Perkumpulan yang berbunyi sebagai berikut :
“Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh
organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan
melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan
pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
menyatakan hal tersebut.”

3) Bahwa selama ini pengurus DPN PERADI tidak pernah menerbitkan surat
permohonan pembukaan blokir ataupun menerima pemberitahuan tertulis
dari TERGUGAT terkait pembukaan blokir, disisi lain proses pendaftaran
kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. masih terblokir
dan belum dilanjutkan sejak tahun 2015. Setelah terbithya Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo.
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang telah menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI
periode 2015-2020, ternyata TERGUGAT tetap tidak melanjutkan
pengesahan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., justru TERGUGAT secara tiba-tiba dan
tanpa proses pembukaan blokir sesuai ketentuan menerbitkan persetujuan
perubahan kepengurusan PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP
Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang dikalahkan dalam Putusan

dimaksud;
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4) Bahwa dengan demikian telah jelas dimana penerbitan Obyek Sengketa in
litis senyatanya juga telah melanggar Pasal 15 Permenkumham No. 28
Tahun 2016. Sehingga sudah selayaknya bilamana Majelis Hakim Yang Mulia
menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa
Obyek Sengketa | SK Nomor : AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal
26 April 2022 dan Obyek Sengketa Il SK Nomor : AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 serta mewajibkan
kepada TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa in litis.

. TERGUGAT MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK (AAUPB)
Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa | dan Il in litis
sebagaimana uraian di atas, nyata-nyata telah melanggar ‘“prinsip-prinsip
umum pemerintahan yang baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk
Bestuur atau The General Principles of Good Administration) sebagaimana
akan diuraikan berikut ini:

a. Melanggar Azas Kecermatan
Bahwa dalam pengambilan suatu keputusan seorang Pejabat Pemerintahan
wajib memperhatikan Asas Kecermatan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10
Ayat (1) Huruf d UUAP, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah
asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau
Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan
dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut
ditetapkan dan/atau dilakukan. Adapun Indroharto, S.H. dalam bukunya
Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Buku I, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179 menerangkan bahwa
seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan
pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran
yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua
kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan
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mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (pendapat
hukum).
Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT tidaklah cermat dalam memperoleh
gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut.
Dimana TERGUGAT terbukti mengetahui adanya perselisihan keabsahan
perubahan susunan kepengurusan PERADI, oleh karena itu seharusnya
TERGUGAT tidak sampai pada penerbitan keputusan Objek Sengketa in litis
sebelum meminta keterangan atau Klarifikasi dari PENGGUGAT. Dengan
demikian penerbitan Obyek Sengketa in litis oleh TERGUGAT nyata-nyata
tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT, terlebih senyatanya kubu
PENGGUGAT merupakan pihak yang justru telah dimenangkan berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3085 K/Pdt/2021 jo.
203/Pdt/2020/PT.DKIL.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang intinya
menyatakan sah Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E.
Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan
Musyawarah Nasional Il PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015.
Sehingga pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. selaku pihak yang
dikalahkan tidak berhak menggunakan atau mengatasnamakan PERADI
apalagi mengajukan perubahan anggaran dasar Perkumpulan PERADI.
Demikian pula TERGUGAT tidak memperhatikan secara cermat bahwa
akses Perkumpulan PERADI dalam status terblokir atau dihentikan
sementara, sehingga tidak dapat dilakukan pengesahan perubahan
anggaran dasar sebelum dilakukannya pembukaan blokir sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.
Selain itu, TERGUGAT juga tidak pernah meminta klarifikasi kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam sengketa kepengurusan tersebut (termasuk kepada
PENGGUGAT) serta tidak melakukan verifikasi manual yang mengakibatkan
TERGUGAT tidak cermat dalam penerbitan Objek Sengketa in litis dengan
tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

@ Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan penerimaan

surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan dengan Nomor
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751173550021000 senyatanya bukanlah Nomor NPWP atas nama PERADI
yang tercatat pada TERGUGAT. Dimana NPWP perkumpulan PERADI yang
tercatat pada sistem administrasi badan hukum TERGUGAT adalah Nomor
NPWP 02.275.857.7-021.000 (vide Bukti P-17 & P-20) ;

@ Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa in litis tersebut juga
tidak cermat karena tidak memperhatikan fakta bahwa sebelumnya
TERGUGAT telah menerima permohonan Pencatatan Ciptaan atas Hymne
PERADI dan Mars PERADI yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H. M.H. sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan No. 076630
dan No. 076631 masing-masing berdasarkan permohonan tertanggal 21
Oktober 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah jelas bahwa tindakan

TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa in litis telah melanggar azas

Kecermatan karena tidak memperhatikan gambaran yang jelas mengenai

semua kepentingan yang tersangkut dan secara nyata menimbulkan kerugian

bagi PENGGUGAT. Hal mana sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah

Agung No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan No. 490 K/TUN/2015

tanggal 20 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan

obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian karena

Tergugat pada waktu mengambil keputusan tidak terlebih dahulu mencari

gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan

pihak ketiga yang tersangkut dimana terbukti masih ada perselisihan
keabsahan perubahan susunan kepengurusan Partai.

b. Melanggar Azas Kepastian Hukum
Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b
UU PTUN). Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a
UUAP, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan
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perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
Bahwa TERGUGAT selaku pejabat yang mengetahui adanya sengketa di
internal PERADI dan telah melakukan pemblokiran akses Perkumpulan
PERADI, seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT
dengan memperhatikan pihak mana yang kemudian dimenangkan oleh
pengadilan dalam sengketa dimaksud. Dimana perlindungan hukum tersebut
mutlak harus diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi
PENGGUGAT yang telah memperoleh kemenangan dalam perkara perdata
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 jo.
203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Namun TERGUGAT justru menerbitkan Obyek Sengketa in litis berupa Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.. No. AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan
Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang secara nyata
bertentangan dengan Putusan Pengadilan. Hal mana jelas mengakibatkan
ketidakpastian hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT akibat adanya
upaya pengambilalihan kepengurusan PERADI oleh pihak lain yang tidak
berhak. Padahal berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap di atas, seharusnya TERGUGAT melanjutkan pendaftaran
Kepengurusan Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. yang sempat
dihentikan sementara serta menerima pendaftaran Kepengurusan Prof. Dr. Otto
Hasibuan, S.H., M.M. periode 2020-2025.
Bahwa keadaan tersebut tentunya telah bertentangan dengan Azas Kepastian
Hukum yang wajib dijunjung tinggi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam
menerbitkan keputusannya, karena bila azas ini tidak diindahkan maka akan
menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah akibat tidak adanya
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kepastian hukum yang menjamin perlindungan bagi badan hukum perkumpulan

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ;

c. Melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara
Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang
Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan
dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/keputusannya
(Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 Huruf b UU PTUN).
Bahwa sesuai azas tersebut, maka TERGUGAT perlu mengindahkan adanya
keserasian dan keteraturan antara kebijakan/keputusannya dengan Putusan
Mahkamah Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 jo. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt jo.
667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang intinya menyatakan sah Dr. H. Fauzie
Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-
masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode
2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS Il PERADI di Pekanbaru tanggal
12-13 Juni 2015. Sehingga pihak Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.
selaku pihak yang dikalahkan tentunya tidak sah dan tidak berhak
menggunakan atau mengatasnamakan PERADI apalagi mengajukan
perubahan anggaran dasar Perkumpulan PERADI. Dengan demikian
penerbitan Obyek Sengketa in litis yang justru menerbitkan persetujuan
perubahan anggaran dasar PERADI yang diajukan pihak Dr. Luhut MP
Pangaribuan, S.H., LL.M. telah melanggar azas tertib penyelenggara negara
karena kontraproduktif dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

d. Melanggar Azas Pertimbangan
Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan,
maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dalam
hal suatu keputusan bersifat menguntungkan bagi pihak yang dituju
keputusan tersebut tetapi merugikan dan membebani pihak ketiga yang
berkepentingan, maka keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta
yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (pendapat
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Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang
Peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993,
halaman 180).
Dalam perkara a quo, faktanya penerbitan Obyek Sengketa in litis oleh
TERGUGAT nyata-nyata telah merugikan dan membebani PENGGUGAT
selaku pengurus yang sah PERADI. Dimana penerbitan Objek Sengketa in
litis menghambat dan menghalangi PENGGUGAT dalam menjalankan roda
organisasi PERADI karena PENGGUGAT tidak dapat mendaftarkan
kepengurusannya periode 2020-2025 serta melanjutkan pendaftaran
kepengurusan Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. periode 2015-2020
yang telah dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan. Dalam penerbitan
Objek Sengketa in litis, TERGUGAT tidak mempertimbangkan adanya
Putusan Pengadilan yang justru telah menyatakan Dr. H. Fauzie Yusuf
Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-
masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode
2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS Il PERADI di Pekanbaru tanggal
12-13 Juni 2015. Demikian pula TERGUGAT tidak melakukan verifikasi
manual serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam
proses pengesahan perubahan anggaran dasar yang diajukan kepengurusan
Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., mengingat akses Perkumpulan
PERADI senyatanya dalam status terblokir atau dihentikan sementara karena
adanya sengketa di internal PERADI, sehingga harus dilakukan pembukaan
blokir terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya
melampirkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa penerbitan
Obyek Sengketa in litis terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi
dalam penerbitannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terlebih setelah
diajukannya keberatan oleh PENGGUGAT, saat ini profil badan hukum PERADI
tidak lagi ditampilkan (take down) dan tidak dapat diakses melalui SABH (Bukti
P-37), yang menunjukkan bahwa TERGUGAT menyadari adanya kekeliruan

dan kecacatan dalam penerbitan Obyek Sengketa in litis. Sehingga
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berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UUAP maka Objek Sengketa in litis
layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan selanjutnya
berdasarkan Pasal 97 Ayat (9) Huruf b UU PTUN mewajibkan agar TERGUGAT
mencabut Obyek Sengketa in litis serta menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang
diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas
E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS Il
PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 serta memerintahkan
TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI
periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Il PERADI
di Bogor tanggal 7 Oktober 2020.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT :

1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;
dan

2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TER
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1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No. AHU-
0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;
dan

2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia ;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang
diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan
Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan
Musyawarah Nasional 1l PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015,
sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional
(DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta
No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah
diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor
25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang
diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H.
Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan
Musyawarah Nasional Il PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020,
sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional
(DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta
No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah
diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April
2022;
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6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini.

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan tanggal 5
Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan Register perkara Nomor:
251/G/2022/PTUN.JKT., pada pokoknya:

Adapun yang menjadi alasan dan / atau alasan-alasan diajukannya Gugatan
Penggugat Intervensi dalam perkara a-quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan perkara a-quo oleh
PENGGUGAT yaitu :

1.1. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor
AHUO00859.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 26 April 2022 Tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia;

1.2. Surat Keputusan TERGUGAT Nomor
AHUOO00883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat
Indonesia.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut UU PTUN, ada
tiga cara pihak ketiga dapat masuk ke dalam perkara yang sedang
berjalan di PTUN :

2.1. Pihak Ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan
atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai
dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang
berjalan;

2.2. Adakalanya masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang
sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak
(PENGGUGAT atau TERGUGAT); atau
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2.3. Masuknya Pihak Ketiga ke dalam proses perkara yang sedang
berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa
perkara itu.

3. Bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
a-quo untuk masuknya PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana
dimaksud dalam Penetapan Nomor 251/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 21
September 2022.;

4. Bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalii PENGGUGAT dalam
Surat Gugatannya dan menolak Jawaban TERGUGAT dan Jawaban
TERGUGAT Il INTERVENSI kecuali hal-hal yang diakui secara tegas
kebenarannya oleh PENGGUGAT INTERVENSI.;

5. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai legal standing sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2020/Pn.LbP tanggal 29 September 2020 jo. Putusan Kasasi
No. 997 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/Pn.LbP

tanggal 29 September 2020

MENGADILI

Dalam Konpensi

Tentang Provisi

@ Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Tentang Eksepsi

@ Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat Il, Tergugat Il dan

Tergugat 1V;

Tentang Pokok Perkara

@ Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

@ Menyatakan tindakan Tergugat Il yang menerbitkan Keputusan
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September
2019, yang ditandatangani oleh Tergugat Il dan Tergugat IV,

secara tanpa hak dan melanggar Keputusan MUNAS I
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PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam
Berita Acara Musyawarah Nasional Il Perhimpunan Advokat
Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4: Penetapan
dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah
Nasional Il Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015
Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di
Pekanbaru ketentuan dan pasal 46 dari
KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama
Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah
merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

@ Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan
segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.
104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang
Perubahan Anggaran Dasar;

@ Menghukum Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV untuk segera
mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.
104/PERADI/DPN/1X/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang
Perubahan Anggaran Dasar;

@® Menghukum Tergugat Il, Tergugat lll dan Tergugat IV dihukum
membayar dwangsom sejumlah Rp.500.000,- per hari terhitung
sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang
tetap (inckracht van gewijsde), sampai Tergugat I, Tergugat Il dan
Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.
104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar,
tanggal 4 September 2019;

@® Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam
perkara ini;

@ Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
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Dalam Rekopensi

@® Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Konpensi;

Tentang Konpensi dan Rekonpensi

@® Menghukum Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV Konpensi/
Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang
ditaksir sejumlah Rp. 2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu rupiah);

b. Putusan banding No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat Il, Il dan IV tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29
September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan
banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II, Ill dan IV untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Putusan kasasi No. 997 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA DPN PERADI, 2. Prof. Dr. FAUZI YUSUF
HASIBUAN, S.H., M.H., KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN
NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, 3. THOMAS
E. TAMPUBOLON, S.H.,, MH., SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA, tersebut;
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2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah);

6. Bahwa masalah/konflik kepengurusan PERADI harus diselesaikan oleh
internal PERADI sesuai pertimbangan hukum perkara perdata gugatan
PENGGUGAT melawan PENGGUGAT INTERVENSI yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2018 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard);

7. Bahwa putusan tersebut diperkuat di tingkat Banding sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
277/PDT/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

MENGADILI
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut;
2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12
September 2018, Nomor  683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst,  yang
dimohonkan banding;

8. Bahwa putusan tersebut kembali diperkuat di tingkat Kasasi
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1395 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), tersebut;
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2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

9. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor
683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 September 2018, yang pada
pokoknya memberikan pertimbangan bahwa masalah / konflik
kepengurusan PERADI harus diselesaikan oleh internal PERADI sebagai
wadah organisasi yang bebas dan independen sebagai organ negara
vide UU No. 18 Tahun 2003 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana dalam
perkara tersebut TERGUGAT aquo (Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia) juga menjadi pihak yang berperkara
sebagai pihak Turut Tergugat |, maka dengan adanya putusan perkara
tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka semestinya
TERGUGAT aquo tunduk/patuh setidak-tidaknya memperhatikan
pertimbangan hakim dan putusan hakim perkara tersebut. Oleh karena
itu dengan diterbitkannya Objek Sengketa perkara a-quo maka sudah
menunjukkan TERGUGAT telah lalai mematuhi/memperhatikan putusan
tersebut, apabila TERGUGAT patuh/memperhatikan putusan tersebut,
maka tidak sampai menerbitkan keputusan a-quo (melanggar Pasal 3
UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan

melanggar Asas Kecermatan).

10.Bahwa selanjutnya dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IV/2015 tanggal 25
September 2015 tentang Penyumpahan Advokat menjadi penanda era
baru Organisasi Advokat di Indonesia. Angka 6 SK MARI 73 : Bahwa
terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua
Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap
Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa
Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus
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Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang

Advokat yang baru.;

11.Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya prinsip kehati-hatian karena
mengkhianati upaya konstruktif konkrit yang dilakukan oleh
MENKOPOLHUKAM REPUBLIK INDONESIA dan TERGUGAT untuk
menyatukan kepengurusan PERADI pada 25 Februari 2020.;

12.Bahwa di satu sisi TERGUGAT mendorong penyatuan PERADI, tapi
disisi lain TERGUGAT menerbitkan SK yang menjadi objek perkara a-
quo, sehingga TERGUGAT tidak konsisten dalam penanganan dan
penyatuan PERADI yang sudah disepakati oleh semua pihak.;

13.Bahwa selanjutnya obyek perkara mengandung cacat hukum karena
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya prinsip
kecermatan karena hama yang disebutkan dalam persetujuan perubahan
perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan Ketua
Umum DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, SH., MH., yang menjadi
Sekretaris Jenderal sudah keluar dan yang menjadi Wakil Ketua Umum

sudah meninggal dunia.;

14.Bahwa Eksistensi PENGGUGAT INTERVENSI diakui oleh Mahkamah
Agung RI sebagaimana dapat dibuktikan dalam daftar undangan MARI
kepada PENGGUGAT INTERVENSI dan juga berbagai lembaga negara

lainnya serta masyarakat.;

15.Bahwa oleh karena Objek Perkara a-quo terbukti melanggar Norma
Hukum, Melanggar Keadilan yang Bermartabat, melanggar hukum
positif, melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),

melanggar prinsip prinsip ketatanegaraan, maka sudah sepatutnya
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keputusan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan tidak sah, atau Batal

Demi Hukum atau Batal dengan Sendirinya.

16.Bahwa oleh karena Objek Perkara dinyatakan tidak sah atau batal, maka
sudah sepatutnya pula TERGUGAT untuk mencabut keputusan
TERGUGAT tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT INTERVENSI mohon agar
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA cq Majelis Hakim
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara a-quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi
PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.;

2. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor
AHUOO0883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022 Tentang
Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia
tidak sah atau batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT
Nomor: AHUO000883.AH.01.08.Tahun 2022 Tanggal 28 April 2022
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat
Indonesia tersebut.

4. Menghukum TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan
apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas
perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang
mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI) sampai tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional
(MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia
PERADI;

5.  Menghukum PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT II
INTERVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan
dengan perkara ini menurut hukum
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Bahwa Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat dengan
mengajukan Jawabannya tertanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

l. DALAM EKSEPSI

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April
2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat
Indonesia;

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April
2022 (selanjutnya keduanya disebut objek sengketa).

Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan
eksepsi atau bantahan (objection) yang ditujukan pada hal-hal yang
menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam
gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan
tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, inadmissible, atau niet
ontvankelijke verklaard, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai
berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi

absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa objek
gugatan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam
perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya
merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yakni sengketa di
internal perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia selanjutnya disingkat
PERADI, hal ini pun sejalan dengan pernyataan Penggugat di dalam
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Gugatannya pada halaman 5 angka 2 yang menyatakan, “Bahwa

dikarenakan adanya sengketa dualisme kepengurusan PERADI antara Prof.

Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH., MH. Dengan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH.,

LL.M yang mengklaim sebagai Ketua Umum Terpilih PERADI melalui e-

voting....".

2. Sengketa di dalam internal PERADI menyangkut dualisme kepengurusan
dan Keabsahan penyelenggaraan Munas; antara Munas |l PERADI di
Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015 yang menyatakan keabsahan Dr.
H.Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. dan Thomas E. Tampubolon, SH., MH
selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI Periode 2015-
2020, yang kemudian kepengurusan ini menyelenggarakan Munas |l
PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 yang memilih Prof. Dr. Otto
Hasibuan, SH., MM menjadi Ketua Umum PERADI masa jabatan 2020-
2025, dengan pihak Kepengurusan PERADI hasil Munas Il PERADI di
Makassar tanggal 26-28 Maret 2015 yang menetapkan Dr. Luhut MP
Pangaribuan, SH., LL.M. sebagai Ketua Umum terpilih PERADI masa
jabatan tahun 2015-2020.

3. Bahwa dualisme kepengurusan di dalam internal PERADI kemudian dibawa
ke ranah hukum melalui proses gugatan di peradilan umum. Beberapa
Putusan terkait sengketa kepengurusan PERADI yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
667/PDT/G/2017/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PERADI yang diwakili
oleh H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. Selaku Ketua Umum Dan
Thomas E. Tampubolon, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal melawan
Dr. Juniver Girsang, SH., MH. Selaku Ketua Umum DPN PERADI dan
Tergugat 1l yakni Hasanuddin Nasution, SH., MH. Selaku Sekretaris
Jenderal DPN PERADI hasil Munas Il di Makassar, yang dalam Amar
Putusannya:

@® Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat
konvensi untuk seluruhnya;
@ Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Penggugat Konpensi;
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2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai
Penggugat;
3. Menolak Eksepsi Penggugat intervensi untuk seluruhnya.
@ Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat
Konpensi tidak dapat diterima / N.O.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 203/PDT/2020/PT.DKI, dalam
Amar Putusan:

@® Dalam provisi, menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

@® Dalam Pokok Perkara, mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian, yakni yang hanya menyatakan Penggugat masing-
masing adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal yang sah
berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional I PERADI di
Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan
sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI;

@® Selain mengenai hal permohonan diatas, Majelis Hakim Tingkat
Banding MENOLAK permohonan Penggugat dalam Permohonan
di dalam gugatan:

- Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

- Menyatakan terpilihnya Tergugat | sebagai Ketua Umum DPN
PERADI secara e-voting tidak sesuai dan bertentangan
dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi
hukum.

- Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il secara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dalam tempo
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsde).

Halaman 50 dari 219 halaman. Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat | dan Tergugat Il untuk melakukan
tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang
mengatas namakan PERADI.

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum
bantahan (verzet), banding atau kasasi.

- Menghukum Tergugat | dan Tergugat |l untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021

- Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
12/PDT/G/2020/PN.LBP yang diajukan oleh Alamsyah seorang Advokat
PERADI yang mengajukan gugatan kepada H. Fauzie Yusuf Hasibuan,
SH., MH. Selaku Ketua Umum Dan Thomas E. Tampubolon, SH., MH.
Selaku Sekretaris Jenderal melawan Dr. Juniver Girsang, SH., MH.
Selaku Ketua Umum DPN PERADI dan Tergugat Il yakni Hasanuddin
Nasution, SH., MH. Selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI hasil
Munas Il di Makassar, yang dalam Amar Putusan Majelis Hakim
memutuskan, “Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian”.

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/Pdt/2020/PT.MDN yang
diputus pada tanggal 1 Februari 2021 yang dalam Putusannya
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29
September Tahun 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan
banding;

- Putusan Kasasi Nomor 997/K/PDT/2022 dengan DPN PERADI sebagai
Pemohon Kasasi dengan Amar Putusannya yakni Menolak Kasasi.

4. Bahwa apabila Penggugat dirugikan akibat hasil dari sebuah Munas (Munas
I PERADI Makassar dan dilanjutkan dengan Munaslub PERADI Rekonsiliasi
yang diadakan di Jakarta tanggal 28 Juli 201) yang kemudian dinotariilkan
menjadi Akta Notaril dan menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa,
maka Penggugat telah salah alamat karena pengadilan yang berwenang
memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan
ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya
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Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan
Penggugat yang dinotariilkan menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa
yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan
Advokat Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022
tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia, sehingga harus dilakukan
pengujian atas Akta pernyataan tersebut (Akta Notaris Dewi Kusumawati,
SH Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Nomor 5 Tanggal 11
April 2022 dan Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022), baik formil maupun
materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak mana yang
benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut.

5. Bahwa terhadap keberatan dan klaim Penggugat sesuai dengan keterangan-
keterangan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan pengujian terhadap
fakta-fakta Perdata dimaksud baik formil maupun materil yang menjadi pokok
sengketa tersebut sehingga dapat diketahui pihak/Mubes mana yang benar
atau sah menurut hukum terkait permasalahan dualisme kepengurusan
dimaksud.

6. Bahwa mengacu Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan
kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Pemohon
dalam Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perkumpulan sehingga produk Akta yang dibuatnya sudah melalui
pemeriksaan baik secara formil maupun materil.

7. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik
yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat
bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan
dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak
lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang
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menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya
sesuai aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga
dinyatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas
hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan
pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak
dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik
yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan
nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta otentik pada
hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan
para pihak kepada Notaris. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan
terpenuhi, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali
pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara
memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

8. Bahwa dalam hal ini Tergugat dengan Aplikasi Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH) yang merupakan terobosan baru dalam Pendirian dan
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan yang hanya menerima
pemberitahuan dari Notaris sebagai pemohon dan mencatatkan pada Sistem
Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-
fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan
kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik.

Maka mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara a quo
adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralasan bagi
Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk

memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK DAN SALAH OBJEK
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9. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas,
maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai
kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa
pokok perkara a quo adalah persoalan hukum perdata yang merupakan
sengketa organisasi di internal Perkumpulan Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI) perihal keabsahan Keputusan Munas/Munaslub yang
kemudian diaktakan oleh Notaris Dewi Kusumawati, SH Notaris yang
berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Nomor 5 Tanggal 11 April 2022 dan
Akta Nomor 25 Tanggal 26 April 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang dinotariilkan sehingga
menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia
dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April 2022
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Perhimpunan
Advokat Indonesia.

10.Sehingga semestinya penyelesaian dalam permasalahan a quo dapat
diselesaikan secara internal PERADI. Hal ini diatur di dalam Pasal 57 dan
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yaitu :
ketentuan Bab XV Penyelesaian Sengketa Organisasi Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang
menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan
ART.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan

para pihak yang bersengketa.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh
melalui pengadilan negeri.

(2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya
hukum kasasi.

(3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus
oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di
pengadilan negeri.

(4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib
memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera
Mahkamah Agung.

Dengan demikian, hal pertama yang harus dilakukan Penggugat
sesungguhnya adalah menyelesaikan sengketa organisasi berdasarkan Pasal
57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaian sengketa

melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART, dan mediasi.

C. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT

10. Bahwa berdasarkan database Perkumpulan dalam layanan SABH milik
Tergugat, data Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang
tercatat pada perubahan terakhir (Perubahan AD ke - IV) organ perkumpulan
adalah sbb:
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ORGAN PERKUMPULAN

Nama NIK Keterangan Jabatan
LUHUT MP . ketua umum
D AMCATRUAN, SH 3171042405560002 PENGURUS
IFDHAL KASIM {3276012601620002 | PENGURUS | WAKIL KETUA
& UMUM
| SEKRETARIS
IMAM HIDAYAT 3507180101690001 | PENGURUS | [pypppatt
WAKIL
g{gﬁh:{“;g S 3201120601840007 | PENGURUS | SEKRETARIS
‘ JENDERAL
ESTERINA BENDAHARA
DESRKUBtMA RURY | 3174065610680006 | PENGURUS [ =
| | WAKIL
ECOLINE SITUMORANG | 3174014710710008 | PENGURUS | BENDAHARA
UMUM
BACHTIAR pengawas
Sk ARG S 3275080306500013 PENGAWAS

Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat bertindak
dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal
Terpilih PERADI periode 2020-2025, Namun hal ini tidak sejalan dengan
data yang tercatat pada pangkalan data Perkumpulan SABH karena sejak
dicatatkannya Akta Nomor 25 tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Notaris
Dewi Kusumawati, SH. Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan yang
kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28
April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan Ketua Umum adalah Dr. Luhut M.
P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Sekretaris Jenderal adalah Imam Hidayat,
S.H., M.H.

11.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai
kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam
bahasa lain, Penggugat tidak memiliki legal standing (keadaan di mana
seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai
hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); persona standi in judicio
(hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut

atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas point d'intérét point
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d’action (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan

tuntutan atau gugatan).

Il. DALAM PENUNDAAN
Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan
Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak
dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui
secara tegas oleh Tergugat.
Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat
sebagaimana terbaca dalam halaman 7-8 huruf E gugatan, kepada Yang
Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan
Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan
Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas
vermoeden van rechtmatigheid atau presumptio iustae causa yang berarti
bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara)
selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sampai ada pembatalan.
Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang digugat.”
Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan.
Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau
badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa
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Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan

hukum tetap.”

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak
yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka
pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Saat ini tidak terdapat “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga

permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan

penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum

(rechtsonzekerheid) perihal kepengurusan dan terkendalanya upaya-upaya

Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam mencapai

tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat;

e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
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f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat;

g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
dan

h. mewujudkan tujuan negara

Tidak hanya itu, jika permohonan penundaan ini dikabulkan juga akan

menyebabkan terkendalanya fungsi Perkumpulan Perhimpunan Advokat

Indonesia (PERADI) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan:

a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan
organisasi;

b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan

organisasi;

penyalur aspirasi masyarakat;

pemberdayaan masyarakat;

pemenuhan pelayanan sosial;

~ o a o

partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha

negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan

2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa

permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April
2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia, dan

Halaman 59 dari 219 halaman. Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April
2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia

lll. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat
terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
Tergugat.

2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa
dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun
2022 tanggal 26 April 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun
2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia.

3. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus
dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan
gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa,
apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas
asas umum pemerintahan yang baik atau tidak.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN ASAS ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

4. Dapat Tergugat sampaikan Objek Sengketa telah diterbitkan dengan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan,
keajegan, dan keadilan. Dapat tergugat sampaikan pula bahwa penerbitan
Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
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Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili
oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan
pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang
disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri, yang berbunyi “Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara
elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum
Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung
jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut”. Sebagaimana
terlihat dalam gambar dibawah ini.

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :
# [1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
\ ¥ |2 Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan k

«# |3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.

¥ K. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.

# [5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan
'administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e —

Tahap berikutnya adalah Notaris harus pula menyatakan bahwa (1) informasi
dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya,
tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan
tidak melanggar larangan apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk
sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau
administratif sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah
ini:
Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn. yang
bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwas:

- 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam
rermohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain
dari yvang sebenarnya.

Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak
melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi
tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau
administratif sesuai keentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan
menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Selanjutnya pada SABH akan tampil pop up notification surat pernyataan di
mana Notaris harus menyatakan (1) mengetahui data terakhir yang
tersimpan pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2)
telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pengurus
yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum; (3) untuk perubahan yang dilakukan,
telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pengurus yang sah
atau secara sah mewakili mereka; (4) bila di kemudian hari diketahui
menghadap bukan pengurus yang sah maka saya menyetujui data yang ada
pada database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir
sebelum perubahan yang saya lakukan; dan (5) dengan menyetujui
pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya
menandatangani secara sah pernyataan ini. Pop up notification surat
pernyataan adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan
objek gugatan a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa setelah pemohon melalui notaris mengajukan perubahan badan
hukum perkumpulan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan
syarat syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang undangan
maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan selain itu dalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
pasal 22 ayat (2) berbunyi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai
dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap, sehingga tidak ada
alasan bagi Tergugat ketika sudah lengkap dan sesuai prosedur Tergugat

Surat Pernyataan

BEahwa saya telah mengetahul data terakhir sebagaimana
yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.

Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta
mengetahul seluruh susunan pemegang saham dan
Pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan
pada database di Direktorat Jendaral Administrasi Hukum
Umum.

Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap
kepada saya dan saya mengetahul pemegang saham
yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik
Pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

Bahwa bila dikemudian hari, diketahul penghadap bukan
Pemegang saham yang sah atau bukan mewakili
pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data
yang aca pada database di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat
Jenderal Acdminsitrasi Hukum Umum sesuai data terakhir
sebelum perubahan yang saya lakukan.

Bahwa cdengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap
bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani
secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani
pernyataan inli secara elektronik

[2]
e

menolak permohonan penerbitan objek sengketa.
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6. Bahwa Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada halaman 22
huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, sebelum menanggapi
klaim sepihak dari Penggugat, perlu kiranya Tergugat menyampaikan bahwa
layanan Tergugat melalui sistem elektronik yang disebut SABH (Sistem
Administrasi Badan Hukum), SABH merupakan pelayanan jasa teknologi
informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum.

7. Bahwa keberadaan SABH merupakan amanat dari Pasal 10 Undang Undang
Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Pasal 9 s.d
22 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Rl Nomor 3 tahun 2016 yang
bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan
yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan
permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; (2)
pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran
dasar; (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan
pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa
teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di
samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan
tertentu. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diterbitkan 2 (dua)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

a. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum
Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat
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dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan
anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar,
dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan
melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan
demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi
informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan
objek gugatan a quo telah sesuai dengan “asas kepastian hukum” yang
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas kepastian hukum”
diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

8. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan
objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek
sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa
ditetapkan. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan
ketentuan:

a. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2016 perihal kewajiban permohonan menggunakan aplikasi

b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2016 perihal penyampaian dokumen secara elektronik

c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2016 perihal Notaris sebagai Pemohon wajib mengisi surat
pernyataan elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan
hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung
telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta
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bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan
tersebut.

d. Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2016 perihal perihal pengesahan badan hukum perkumpulan
berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar.

9. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai
dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Tergugat
sampaikan dalam tata cara prosedural pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan sudah menggunakan Sistem Elektronik sehingga tidaklah
mungkin adanya kekeliruan dalam penerapan UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi
karena pada prinsipnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sudah
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan
Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas
Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara dan Asas Pertimbangan dikarenakan tugas dan fungsi Tergugat
dalam memberikan mengesahkan permohonan badan hukum pada
dasarnya bersifat FORMAL ADMINISTRATIF, artinya ketika pemohon
(dalam hal ini Notaris) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU
Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan
pendirian badan hukum perkumpulan dan diketahui bahwa maksud dan
tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan
dimaksud.

10. Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek
Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan
hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat
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yang memeriksa perkara tata usaha negara a quo agar dapat memberikan
putusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet
onvankelijke verklaard (NO).
DALAM PENUNDAAN
Menolak Permohonan Penggugat sehubungan dengan penundaan
pelaksanaan Objek Sengketa.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku:

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April
2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia, dan

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 28 April
2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat Il Intervensi telah membantah Gugatan Penggugat
dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 20 September 2022, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Tergugat Il Intervensi
. Surat Kuasa Penggugat tidak sah Karena Diberikan Yang Tidak Berhak.
Bahwa sebelum Tergugat Il Intervensi menjelaskan duduk perkara dan

menyampaikan jawaban atas Gugatan Penggugat, Tergugat Il Intervensi
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dengan ini terlebih dahulu menanggapi keabsahan surat kuasa Penggugat

sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan a quo, Prof (HC) Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M, yang
dalam hal ini mengaku-ngaku selaku Ketua Umum PERADI, dan Dr. H.
Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. yang dalam hal ini mengaku-ngaku selaku
Sekretaris Jenderal PERADI telah memberikan kuasa kepada Rivai
Kusumanegara, S.H., M.H., dkk untuk mengajukan gugatan a quo.

2. Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut tidak berdasar hak dengan adanya
putusan Mahkamah Agung No. 997 K/PDT/ 2022 tertanggal 18 April 2022
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pdt/2020/PT.MDN tertanggal
1 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
12/Pdt.G/2020/PN. Lbp.,tertanggal 29 September 2020 (“Putusan Lubuk
Pakam”) yang pada pokoknya menyatakan secara declaratoir-konstitutif
bahwa perubahan Anggaran Dasar yang menjadikan Otto Hasibuan selaku
ketua Umum yang ketiga kali telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan
hukum, dinyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum tetap dengan
segala akibat hukumnya.

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara No.
12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., tanggal 29 September 2020 yang kemudian
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik

Indonesia adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensi
Tentang Provisi

— Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
Tentang Eksepsi

— Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat Il dan

Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

— Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
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— Menyatakan tindakan Tergugat Il yang menerbitkan Keputusan
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor
KEP.104/PERADI/DPN/1X/2019 tanggal 4 September 2019, yang
ditandatangani oleh tergugat Ill dan tergugat IV, secara tanpa hak
melanggar Keputusan Munas Il PERADI tanggal 12-13 Juni 2015
sebagaimana dimaksud dalam berita acara Munas Il PERADI
tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan/atau
perubahan anggaran dasar PERADI yang bertalian dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Munas |l PERADI, tanggal 19 Juni
2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H., Notaris di
Pekanbaru dan Pasal 46 dari Keputusan Nomor
KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang perubahan pertama AD
PERADI adalah merupakan perbuatan melawan  hukum
(onrechtmatige daad);

— Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala
akibat hukumnya Surat KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4
September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;

— Menghukum Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV dihukum
membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,- per hari terhitung sejak
putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap
(inkracht van gewijsde), sampai Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat
IV _mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 September 2019;

— Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara
ini;

— Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

— Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi;

Tentang Konpensi dan Rekonpensi
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— Menghukum Tergugat |IlI, Tergugat Ill dan Tergugat IV
Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara
yang ditaksir sejumlah Rp.2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh
enam ribu rupiah);

Bahwa oleh karena kedudukan Saudara Otto Hasibuan sebagai Ketua
Umum PERADI yang ketiga kali adalah tidak sah secara hukum
berdasarkan Putusan Perkara Lubuk Pakam itu maka pengangkatan
pengurus yang ia lakukan seperti sekjen Herman Dulaimi dil termasuk
pemberian kuasa kepada Kuasa Penggugat dalam perkara a quo, Rivai
Kusumanegara, S.H., M.H., dkk adalah tidak sah karena diberikan oleh
yang tidak berhak berdasarkan Putusan Perkara Lubuk Pakam yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena surat kuasa
kepada Kuasa Penggugat adalah tidak sah, maka sudah seharusnya
menurut hukum Majelis Hakim yang terhormat tidak melanjutkan
pemeriksaan perkara ini karena akan sia-sia dan tidak perlu
mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan permohonannya,
sekali lagi karena akan sia-sia pula.
Karena apa yang disampaikan di atas tentang keabsahan surat kuasa dan atau
legal standing penggugat yang tidak sah dan tidak berdasar hukum adalah
“tidak mungkin ditafsirkan lain” karena sesuai bunyi amar putusan perkara
Lubuk Pakam itu sehingga hakim harus menolak memeriksa perkara a quo,
namun untuk ad informandum Tergugat Il Intervensi bersama ini tetap
mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut:
BAHWA TERGUGAT Il INTERVENSI DENGAN INI MENOLAK SECARA
TEGAS SELURUH DALIL PENGGUGAT TERKECUALI DALIL-DALIL YANG
SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT Il INTERVENSI. SURAT
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA SESUAI
DENGAN PROSEDUR, KEWENANGAN DAN AZAS-AZAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.
IIl. DALAM EKSEPSI
Gugatan Error in Persona Karena Penggugat tidak memenuhi syarat hukum
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3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-000883.AH.01.08 Tahun 2022
tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia (“Surat Keputusan 883/2022"), Ketua
Umum PERADI dan Sekretaris Jenderal PERADI masing-masing adalah
Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M., dan Imam Hidayat, S.H., M.H.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan 883/2022 tersebut , maka Ketua
Umum PERADI dan Sekretaris Jenderal PERADI yang sah dan berhak
melakukan tindakan hukum atas nama PERADI adalah Dr. Luhut M. P.
Pangaribuan, S.H., LL.M., dan Imam Hidayat, S.H., M.H. Dengan
demikian gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang error in
persona (persoonlijk diskwalificatie) karena gugatan diajukan oleh pihak
yang mengaku-ngaku PERADI._

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan a quo adalah
gugatan yang error in persona (diskualifikasi in person / pihak
Penggugat tidak memenuhi syarat) dan karenanya gugatan a quo harus
dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat.

lll. TENTANG PERKARA GUGATAN PERADI
Bahwa penting kami sampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat
informasi dan memahami dengan baik duduk perkara berkenaan dengan

telah adanya putusan atas gugatan dalam perkara a quo, sebagai berikut

1. PUTUSAN GUGATAN PERADI SOHO PIMPINAN OTTO HASIBUAN
(PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO) TERHADAP PERADI
SUARA ADVOKAT INDONESIA PIMPINAN DR. JUNIVER GIRSANG
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1395
K/Pdt/2020 dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :
“Masing-masing mengklaim atau memposisikan dirinya sebagai
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015 —
2020 yang sah, yang senyatanya secara organisatoris merupakan
permasalahan internal PERADI yang seharusnya diselesaikan
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melalui organ dan mekanisme organisasi, karena itu dipandang tepat
bahwa sebagai organisasi independent (independent state organ),
sebagaimana yang selama ini diinginkan oleh PERADI sendiri,
PERADI mampu menyelesaikan sendiri secara bebas dan mandiri.”
Bahwa dalam Putusan Kasasi tersebut, amarnya menyatakan
“Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Perhimpunan
Advokat Indonesia.” Dengan demikian putusan dalam perkara
PERADI SOHO melawan PERADI SAl sebagaimana putusan yang
berkekuatan hukum tetap melalui pertimbangannya sebagaimana
disampaikan di atas diselesaikan melalui organ dan mekanisme
organisasi.
2. GUGATAN PERADI SOHO (PENGGUGAT DALAM PERKARA A
QUO) TERHADAP PERADI (TERGUGAT Il INTERVENSI).
a. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO
667/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Fauzie Hasibuan
(Penggugat) kepada PERADI Kepengurusan Dr. Luhut M. P.
Pangaribuan, S.H., LL.M., melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah diputuskan sebagai berikut :

No Mengadili Amar Putusan
1. | Dalam Konpensi | Menolak permohonan Provisi yang

Dalam Provisi diajukan oleh Penggugat konpensi untuk
seluruhnya
2. | Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi Para

Penggugat Konpensi;

2. Menyatakan Penggugat tidak
memiliki legal standing sebagai
penggugat,

3. Menolak Eksepsi Penggugat

intervensi untuk seluruhnya.
3. | Dalam Pokok | Menyatakan gugatan Penggugat yang

Perkara diajukan oleh penggugat konpensi tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijke
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| | | Verklaard) |

Bahwa dalam putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah diputuskan bahwa Penggugat dalam hal ini Fauzi Hasibuan

dan Thomas E Tampubolon dinyatakan tidak memiliki legal

standing sebagai penggugat dan oleh karenanya dalam pokok

perkara ditegaskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat

diterima alias N.O.

b. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NO 203/PDT/2020/PT.DKI

Bahwa penggugat telah keliru dalam memberikan penafsiran atas

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada pokoknya hanya

menyatakan bahwa PERADI di bawah kepengurusannya-lah yang sah.

Padahal dalam Putusan PT DKI khususnya dalam pertimbangan hukum
sebagaimana telah ditegaskan di halaman 87 sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu dengan mengacu
pada Surat Ketua Mahkamah Agung Rl sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat |
dan Il yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
PERADI hasil e voting dinyatakan tidak sah serta perbuatan tergugat |
dan 1l melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan
Penyumpahan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum harus
ditolak;

2. Bahwa lagi pula Tergugat sejak melanjutkan MUNAS di Makassar dan
membentuk  Caretaker sudah menggunakan nama PERADI
REKONSILIASI demikian pula keputusan keputusan yang diambil telah
mengatasnamakan Peradi Rekonsiliasi;

3. Bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat agar Tergugat
dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan
lainnya menjadi tidak relevan oleh karena itu tuntutan tersebut harus
ditolak tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu.
Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum di atas tidak hanya
PERADI di bawah kepengurusan penggugat saja yang sah, melainkan
PERADI di bawah kepengurusan Tergugat Il Intervensi tetap sah. Hal
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mana dapat dibuktikan dengan ditolaknya tuntutan penggugat sebagai

berikut :

A. Dalam Provisi

No Permohonan Penggugat Amar Putusan
1. | Memerintahkan  Tergugat | dan | Menolak tuntutan Provisi dari
Tergugat 1l untuk tidak melakukan | Penggugat
perbuatan-perbuatan/kegiatan-
kegiatan, yaitu: Menyelenggarakan
Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
2. | Menyelenggarakan Ujian Profesi | Menolak  tuntutan  Provisi  dari
Advokat; Penggugat
3. | Melakukan pengangkatan Advokat; Menolak tuntutan Provisi dari
Penggugat
4. | Mengajukan permohonan pengambilan | Menolak tuntutan Provisi dari
Sumpah Calon Advokat PERADI | Penggugat
kepada Ketua Pengadilan Tinggi di
seluruh Indonesia,;
5. | Membuat Kode Etik dan melakukan | Menolak tuntutan Provisi dari
tindakan penegakannya; Penggugat
6. | Membentuk Dewan Kehormatan | Menolak tuntutan Provisi dari
Pusat/Daerabh; Penggugat
7. | Membentuk Komisi Pengawas Advokat; | Menolak tuntutan Provisi dari
Penggugat
8. | Melakukan Pengawasan Advokat; Menolak tuntutan Provisi dari
Penggugat
9. | Membentuk Dewan Pimpinan Cabang | Menolak tuntutan Provisi dari
dan/atau Dewan Pimpinan Daerah dan | Penggugat
10. | Melakukan kegiatan-kegiatan apapun | Menolak tuntutan Provisi dari
juga yang mengatasnamakan PERADI; | Penggugat
sampai perkara ini mempunyai putusan
berkekuatan hukum tetap (Inkracht van
gewijsde)

B. Dalam Pokok Perkara
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No. Permohonan Amar Putusan
1. | Mengabulkan gugatan Penggugat | Ditolak

untuk seluruhnya.
2. | Menyatakan Penggugat, Dr. H. | Dikabulkan

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
dan Thomas E. Tampubolon, S.H.,

M.H., masing-masing adalah Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan  Advokat Indonesia
(DPN PERADI) Periode 2015-2020
yang sah berdasarkan Keputusan
Musyawarah Nasional 1| PERADI di
Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni
2015, yang dilaksanakan sesuai

dengan AD PERADI
3. | Menyatakan Tergugat | dan Tergugat | Ditolak

I telah melakukan  Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige

daad).
4. | Menyatakan terpilihnya Tergugat | | Ditolak

sebagai Ketua Umum DPN PERADI

Secara e-voting tidak sesuai dan
bertentangan dengan AD PERADI,
oleh karena itu tidak sah dan batal

demi hukum
5. | Menghukum Tergugat | dan Tergugat | Ditolak

Il secara tanggung renteng untuk
membayar ganti rugi  kepada
Penggugat sebesar Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah), dalam tempo
selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari sejak putusan perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap
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(inkracht van gewijsde).
6. | Melarang Tergugat | dan Tergugat Il | Ditolak

untuk melakukan tindakan-
tindakan/perbuatan-perbuatan
apapun juga yang mengatasnamakan

PERADI
7. | Menyatakan putusan ini dapat | Ditolak

dilaksanakan lebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun
ada upaya hukum bantahan (verzet),

banding atau kasasi
8. | Menghukum Tergugat | dan Tergugat | Ditolak

I untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng.

Bahwa Putusan PT DKI ini amarnya tunggal dan declaratoir yakni hanya
menyatakan penggugat in casu Peradi Soho memiliki kedudukan hukum legal
standing untuk melakukan gugatan. Dengan demikian PERADI tetap sah dan
berhak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana Undang — Undang Nomor
18 tahun 2003 tentang Advokat, Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
PERADI sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang telah menjelaskan putusan PT
DKI sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak beralasan secara hukum,
karena menafsir sendiri tanpa memperhatikan dan merujuk pada pertimbangan
hukum dan amar putusannya.

C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 3085 KIPDT/2021

Bahwa penggugat telah keliru memberikan tafsiran dalam putusan MA dengan
perkara Nomor : 3085 K/Pdt/2021. Dalam gugatannya penggugat mendalilkan
“seolah-olah” hanya kepengurusannya yang sah. Padahal putusan tersebut
dengan amar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi hanya
menyatakan keabsahan kepengurusan Fauzie Hasibuan dalam MUNAS
Pekanbaru dan menyatakan kepengurusan PERADI Luhut MP Pangaribuan

(Tergugat Il Intervensi) juga sah.
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Bahwa keabsahan kepengurusan PERADI (Tergugat Il Intervensi) dapat dilihat
secara jelas dalam pendapat MA pada halaman 14 sebagai berikut :

“Bahwa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah
melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan
penyumpahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana
dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan asas
kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para
Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi maka
beralasan tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak.”

Bahwa tuntutan penggugat ke 3, 4, 5, 6 dan 7 antara lain sebagai berikut:

Tuntutan Penggugat Keterangan
Menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il | Ditolak

telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) (Tuntutan

ke-3)
Menyatakan terpilihnya Tergugat | | Ditolak

sebagai Ketua Umum DPN PERADI
secara e-voting tidak sesuai dengan AD
PERADI, oleh karena itu tidak sah dan

batal demi hukum (tuntutan ke-4)
Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il | Ditolak

untuk  melakukan tindakan-tindakan
secara tanggung renteng  untuk
membayar ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah),
dalam tempo selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak putusan
perkara ini mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) (tuntutan

ke-5)
Melarang Tergugat | dan Tergugat Il | Ditolak

untuk melakukan tindakan-
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tindakan/perbuatan-perbuatan  apapun
juga yang mengatasnamakan PERADI;

(tuntutan ke-6)
Menyatakan putusan ini dapat | Ditolak

dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar
bij voorraad), meskipun ada upaya
hukum bantahan (verzet), banding atau

kasasi (tuntutan ke-7)

Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas bahwa terdapat
kekeliruan yang nyata dalam memahami putusan MA yang dilakukan oleh
Penggugat. Maka dengan demikian merujuk pada pertimbangan MA
sebagaimana dimuat pada halaman 14, kepengurusan PERADI (Tergugat Il
Intervensi) memiliki keabsahan karena tidak ada pertimbangan dan amar
putusan MA yang menyatakan bahwa kepengurusan PERADI (Tergugat I
Intervensi) tidak sah.

3. GUGATAN ALAMSYAH TERHADAP PERADI SOHO (PENGGUGAT DALAM
PERKARA A QUO)

a. PUTUSAN PN LUBUK PAKAM Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp
Bahwa gugatan Penggugat yakni Alamsyah (advokat PERADI) mengajukan
gugatan terhadap Tergugat | — IV (DPC Deli Serdang selaku Tergugat |, DPN
selaku Tergugat Il, Fauzie Hasibuan/Ketua Umum selaku Tergugat Il dan
Thomas E Tampubolon/Sekretaris Jenderal selaku Tergugat V) dan Turut
Tergugat (Tutty Soetrisno, S.H.,/Notaris) dengan amar putusan sebagai
berikut :
AMAR PUTUSAN
DALAM PROVISI

NO DALAM PROVISI
1. | Memerintahkan kepada para tergugat atau pihak lain untuk tidak

melaksanakan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor
KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan AD..."
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DALAM POKOK PERKARA

NO PETITUM/ITUNTUTAN AMAR PUTUSAN
1. | Mengabulkan gugatan penggugat untuk | Mengabulkan Gugatan
seluruhnya Penggugat untuk Sebagian

2. | Menyatakan Tindakan tergugat Il yang | DIKABULKAN
menerbitkan Keputusan DPN PERADI
Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019
tanggal 4 September 2019, yang
ditandatangani oleh tergugat Il dan
tergugat 1V, secara tanpa hak melanggar
Keputusan Munas Il PERADI tanggal 12-
13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud
dalam berita acara Munas |l PERADI
tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 :
Penetapan dan/atau perubahan anggaran
dasar PERADI yang bertalian dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Munas |l
PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09,
dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H.,
Notaris di Pekanbaru dan Pasal 46 dari
Keputusan Nomor

KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang
perubahan pertama AD PERADI adalah
merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad)
3. | Menghukum Tergugat Il, Tergugat Il dan | DIKABULKAN

Tergugat IV untuk segera mencabut dan

membatalkan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia Nomor

KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal
4 September 2019 tentang Perubahan

Anggaran Dasar.
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4.

Menghukum Tergugat |l, Tergugat I,
Tergugat Il dan Tergugat IV secara
tanggung renteng untuk membayar uang
paksa (dwangsom), sebesar Rp
10.000.000,- sepuluh juta rupiah perhari,
terhitung sejak putusan dalam perkara ini
memiliki kekuatan hukum vyang tetap
(inckracht van gewijsde), sampai Tergugat
I, Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat IV
mencabut Keputusan Dewan Pimpinan
Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
KEP.104/PERADI/DPN/1X/2019

tertanggal 4 September 2019 tentang

Nomor

Perubahan Anggaran Dasar.

DIKABULKAN DENGAN
PERBAIKAN REDAKSIONAL
“Menghukum Tergugat I,
Tergugat Ill dan Tergugat IV
dihukum membayar Dwangsom
sejumlah Rp. 500.000,- per hari
terhitung sejak putusan dalam
perkara ini memiliki kekuatan
hukum yang tetap (inckracht van
gewijsde), sampai Tergugat |,
Tergugat IlI, Tergugat Il dan
Tergugat IV mencabut Keputusan
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
Nomor
KEP.104/PERADI/DPN/1X/2019
tertanggal 4 September 2019
tentang Perubahan Anggaran

Dasar.

Menghukum Tergugat |, Tergugat II,
Tergugat 1l dan Tergugat IV untuk
membayar kerugian immateriil kepada
para penggugat secara tanggung renteng
dan sekaligus
80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah)

sebesar Rp.

DITOLAK

Menghukum  Turut  Tergugat  untuk

mematuhi putusan dalam perkara ini.

DIKABULKAN

Menyatakan putusan dalam perkara ini
dapat dijalankan terlebih dahulu secara
serta merta meskipun adanya verzet,
banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij

Voorraad).

DITOLAK
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8. | Menghukum Tergugat 1, Tergugat |II, | Tentang Konvensi dan
Tergugat Il dan Tergugat IV untuk | Rekonvensi “Menghukum
membayar seluruh biaya yang timbul | Tergugat |l, Tergugat Il dan
dalam perkara ini. Tergugat IV konvensi/penggugat

rekonvensi untuk membayar
ongkos perkara yang ditaksir
sejumlah Rp. 2.736.000,- (dua
juta tujuh ratus tiga puluh enam

ribu rupiah)

a. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN No. 592/Pdt/2020/PT. MDN.
Bahwa pada 1 Februari 2021, Pengadilan Tinggi Medan telah memutus
perkara Banding yang diajukan oleh Para Tergugat (PERADI “SOHQO")
dengan amar putusan sebagai berikut :

No AMAR PUTUSAN
1. | Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Tergugat Il, 1l dan IV, tersebut :
2. | Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29

September Tahun 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan

banding;
3. | Menghukum Pembanding yang semua Tergugat I, 1l dan IV untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan yang

dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah).

b. PUTUSAN KASASI NOMOR 997/K/PDT/2022
Bahwa Putusan Kasasi yang telah diunggah oleh website resmi Mahkamah

Agung pada tanggal 18 April 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

No Pemohon dan Termohon Amar Putusan
1. Pemohon (DPN PERADI “SOHQO") KASASI DITOLAK

Termohon (Alamsyah dkk)

Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
sebagaimana disampaikan di atas dalam perkara Alamsyah Melawan
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PERADI SOHO berakhir dengan ditolaknya kasasi Pemohon dalam hal ini
DPN PERADI Soho. Dengan demikian terbukti bahwa kepengurusan
Penggugat (Otto Hasibuan) tidak sah sebagai pengurus PERADI. Maka
merujuk pada hal tersebut di atas, Penggugat (Otto Hasibuan) tidak memiliki
dasar hukum yang sah untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan

dalam perkara a quo.

IV. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

6. Bahwa dalam Bagian E halaman 7 gugatan a quo, Penggugat juga telah
mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Obyek
Sengketa dengan alasan bahwa Penggugat akan sangat dirugikan
kepentingannya karena berdampak kepada proses pengambilan sumpah
advokat dan kerja sama terkait pengadaan Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) (vide Bagian E Butir 1 Gugatan Penggugat).

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga mendalilkan bahwa
terbitnya Obyek Sengketa sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial atau
keadaan yang tidak dapat dipulihkan kembali bilamana terjadi tindakan main
hakim sendiri (vide Bagian E Butir 2 Gugatan Penggugat).

8. Bahwa perlu kiranya Tergugat Il Intervensi kemukakan bahwa sejak
berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”), permohonan penundaan
Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya
mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN") tidak dapat
ditunda pelaksanaannya terkecuali dalam hal KTUN tersebut berpotensi
menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup; dan/atau konflik
sosial.

9. Bahwa selanjutnya, menurut hemat Tergugat |l, terminologi “konflik sosial”
dalam Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan haruslah diartikan
sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial (“UU PKS”), dimana dalam UUPKS
“Konflik Sosial” adalah didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan
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fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas
nasional dan menghambat pembangunan nasional.

10.Bahwa kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Bagian E
Butir 2 gugatan a quo, ialah potensi pengambilalihan kantor dan kekerasan
fisik yang terjadi di Gedung Peradi JI. A. Yani No. 116 By Pass Jakarta Timur
tidaklah dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang berdampak luas yang
mengakibatkan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional
dan menghambat pembangunan nasional, sehingga dengan demikian dalil
Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa memiliki potensi
konflik sosial adalah terbantahkan secara hukum.

11.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa permohonan
penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak
berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak.

V. DALAM POKOK PERKARA
A. BAHWA TERGUGAT Il INTERVENSI MENOLAK DENGAN TEGAS
SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT
A.l. BAHWA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK
BERDASARKAN HUKUM
Bahwa dalil-dalil penggugat tidak benar dan berdasarkan hukum, hal
mana dapat dilihat dari uraian yang disampaikan oleh Penggugat

sebagai berikut :

12. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar peraturan
perundang-undangan, dalil Penggugat dengan merujuk pada Pasal 22
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan. Adapun bunyi Pasal 22 adalah :
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(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
disampaikan secara elektronik.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai
dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan
anggaran dasar Perkumpulan.

(4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi: a. minuta akta
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; b. notulen rapat
anggota atau sebutan lain; c. fotokopi kartu nomor pokok waijib
pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan
pajak Perkumpulan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan
perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan e. surat
pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

(5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi
Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di

bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

13. Bahwa Tergugat |l Intervensi menegaskan bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi oleh Tergugat
sebagaimana format isian secara elektronik.

14. Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan Tergugat
tidak melakukan pengecekan atas Akta adalah dalil yang tidak benar dan
tidak berdasarkan hukum, maka Tergugat Il Intervensi memohon agar
dalil Penggugat tersebut ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

A.2. BAHWA DALIL-DALIL PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
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15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hanya pihaknya lah
yang berhak menggunakan atau mengatasnamakan Perkumpulan
PERADI berdasarkan Putusan PT DKI Jakarta No.
203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt tanggal 17 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah
Agung RI No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 adalah tidak
benar dan menyesatkan, hal mana dapat dibuktikan bahwa Putusan PT
DKI Jakarta dalam pertimbangannya pada halaman 16 menegaskan
sebagai berikut :

“Bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu dengan mengacu
pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut di atas, tuntutan Penggugat agar Tergugat |
dan Il yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
PERADI hasil e voting dinyatakan tidak sah serta perbuatan tergugat |
dan Il melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan
Penyumpahan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum harus
ditolak;

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Penggugat telah Kkeliru
dalam mendalilkan makna dari Putusan tersebut. Penggugat tidak cermat
dan mengabaikan pertimbangan MA pada halaman 14 dengan
menegaskan :

“Bahwa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah
melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan
penyumpahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan
mana dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
73/KMA/HK.01/1X/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan
asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar
bagi para Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat
Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi maka beralasan
tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak.”

16. Bahwa merujuk pada Putusan PT DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah
Agung yang telah dikutip di atas, membuktikan bahwa tidak ada
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pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan Tergugat Il Intervensi

tidak sah.

17. Bahwa Penggugat tidak jujur mengakui bahwa telah ada Putusan PN
Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap yang menegaskan
bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan kuasa
dan/atau mengajukan gugatan dengan mengaku-ngaku sebagai
Pengurus PERADI.

18. Bahwa jelas terbukti dalam putusan PN Lubuk Pakam Nomor
12/Pdt.G/2020/PN. Lbp., hal mana dinyatakan dalam amarnya bahwa
Tergugat (saat ini sebagai Penggugat) telah melakukan perubahan
Anggaran Dasar PERADI yang berdampak pada Sdr Otto Hasibuan
terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk 3 (tiga) periode sedangkan
Anggaran Dasar PERADI hanya membolehkan 2 (dua) periode. Putusan
Pengadilan dalam amarnya menegaskan bahwa tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum, Menyatakan batal dan atau
tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat
KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang
Perubahan Anggaran Dasar dan Menghukum Tergugat Il, Tergugat
lll dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia No :KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September
2019 tentang Perubahan Anggaran Dasatr.

a. Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat (saat ini sebagai
Penggugat) mengajukan upaya hukum Banding melalui Pengadilan
Tinggi Medan. Dalam Putusan Banding PT Medan dengan perkara
No 592/Pdt/2020/PT. MDN., dalam amarnya menyatakan bahwa
Putusan PT Medan adalah menguatkan kembali Putusan PN
Lubuk Pakam. Dengan demikian Bandingnya ditolak.

b. Bahwa kemudian Tergugat (saat ini sebagai Penggugat) mengajukan
Kasasi melalui Mahkamah Agung dengan perkara No.
997/K/PDT/2022. Putusan Kasasi yang diunggah oleh website resmi
MA tanggal 18 April 2022 menyatakan bahwa Kasasi ditolak.
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19. Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
Penggugat sudah tidak berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan
PERADI.

B. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT DITERBITKAN SESUAI DENGAN
KEWENANGAN DAN PROSEDUR PERUNDANG-UNDANGAN;

20. Bahwa Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat keputusan Nomor
AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan
Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia dan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perkumpulan
Perhimpunan Advokat Indonesia.

21. Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan
kewenangan dan prosedur perundangan-undangan. Hal mana dapat
dilihat dari proses permohonan sebagaimana mestinya, sebagai berikut :
a. Bahwa diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM

sebagaimana disampaikan di atas karena semua proses yang
ditempuh telah sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana
telah diatur dalam Permenkumham No 3 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
b. Bahwa prosedur sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 22 Permenkumham No 3 Tahun 2016 :
(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

disampaikan secara elektronik.
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(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai
dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.

(3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan
anggaran dasar Perkumpulan.

(4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi: a. minuta akta
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan; b. notulen rapat
anggota atau sebutan lain; c. fotokopi kartu nomor pokok wajib
pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan
pajak Perkumpulan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan
perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan e. surat
pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

c. Bahwa dalam melakukan pengisian format perubahan secara
elektronik yang dilakukan oleh Tergugat Il Intervensi telah sesuai
dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya khususnya yang
diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016.

C. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT SESUAI DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
22. Bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang
baik” adalah meliputi asas:
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dar